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SEANTERONEWS.com  –  Menteri  Keuangan  Purbaya  Yudhi  Sadewa
mengumumkan  bahwa  pemerintah  pusat  akan  memangkas  alokasi
transfer ke daerah akibat tingginya angka kasus penyelewengan
dana di sejumlah daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya
tegas  untuk  menata  ulang  tata  kelola  keuangan  daerah  dan
mendorong transparansi serta akuntabilitas publik.

Menurut Menkeu, selama ini sejumlah daerah menggunakan dana
transfer  secara  tidak  sesuai  peruntukan—baik  untuk  proyek
fiktif,  mark-up  anggaran,  maupun  penyalahgunaan  anggaran
publik  lainnya.  Dampaknya  bukan  hanya  kerugian  finansial,
tetapi  juga  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap
pemerintahan  daerah.

Dengan pemangkasan transfer, pemerintah pusat menegaskan bahwa
daerah harus terlebih dahulu memperbaiki sistem penganggaran
dan pengawasan internal mereka. Daerah yang terbukti bersih
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dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik akan
tetap mendapatkan alokasi penuh. Sementara yang terbukti ada
penyimpangan  harus  menghadapi  pemotongan  atau  pengembalian
dana.

Kebijakan  ini  telah  memicu  reaksi  dari  berbagai  pihak.
Pemerintah  daerah  mempertanyakan  kriteria  dan  mekanisme
evaluasi yang akan digunakan oleh pemerintah pusat. Beberapa
kepala daerah menyatakan siap bekerja sama dalam audit serta
pembenahan sistem keuangannya agar tidak terkena pemotongan.

Sementara itu, kalangan pengamat tata pemerintahan menyambut
langkah  ini  sebagai  sinyal  kuat  bahwa  upaya  pemberantasan
korupsi  tidak  hanya  sebatas  wacana.  Pemangkasan  transfer
dianggap sebagai instrumen efektif menekan penyalahgunaan dana
publik, sekaligus memaksa daerah untuk memperkuat mekanisme
pengawasan,  transparansi,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
pengelolaan anggaran.

Ke depan, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi jalannya
pemerintahan daerah agar setiap proyek dan penggunaan dana
publik dapat dipertanggungjawabkan. Semoga langkah tegas ini
menjadi  momentum  reformasi  keuangan  daerah  di  seluruh
Indonesia.[]


